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ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial yang
sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara, Sebagai generasi penerus
perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam
membangun negara dan bangsa Indonesia, Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan
hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul dan
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani
tindak pidana narkotika dilakukan oleh Anak.

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu mengunakan penelitian
yuridis empiris yang dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik
penelitian lapangan. Dengan demikian, peneliti tidak saja mempelajari berdasarkan pasal-
pasal perundang-undangan melainkan juga mendasarkan pada penelitian dilapangan.
Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap anak yang melakukan tindak
pidana narkotika tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak diwilayah
hukum Polres Bantul tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di
Kabupaten Bantul menyatakan bahwa Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan
intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika diKota Bantul, yaitu diKecamatan
Kasihan menduduki posisi teratas dalam penyalahgunaan narkotika yang disusul
kecamatan Pandak dan Kretek dan kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan
narkotika diBantul adalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami
tugas dari BNNK, Kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan
narkotika dan disamping itu hal-hal tersebut menjadi kendala untuk menangkap pengguna
narkotika di wilayah Kab.Bantul dan kurangnya tempat rehabilitas di wilayah bantul,
karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNNK Bantul ataupun
Polres Bantul.

Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan oleh penulis pasal pidana yang menjadi
dasar hukum yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana anak tersebut adalah pasal-
pasal pidana narkotika yang ancaman sanksi pidananya tidak melibatkan 7 tahun penjara,
olen karena itu dalam putusan prekara-perkara tersebut penegak hukum dalam
penyelesaiannya menggunakan atau menerapkan dengan sistem diversi hal tersebut
sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU SPPA.Dalam hal ini Polres Bantul ataupun BNNK
Bantul, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan
penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua dan fungsi atau tugas
dari BNNK itu sendiri akan mengrehabilitas anak yang melakukan tindak pidana
narkotika tersebut.

Kata Kunci : kenakalan anak, penegakan hukum, tindak pidana narkotika.

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial
yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi
muda inilah terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin
dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus
perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta
dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini
merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai
tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Seringkali dengan gampang orang mendefinisikan anak sebagai periode transisi
antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika
seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah

terangsang perasaannya dan sebagainya.

Generasi muda selaku generasi penerus pembangunan bangsa merupakan
tanggung jawab bersama dalam pembinaan pendidikan dan moral mereka, dengan
mentalitas anak yang kuat akan dapat melanjutkan pembangunan dengan baik
sebaliknya bila mentalitas anak sudah rusak maka pembangunan bangsa akan
terkendala.Berdasarkan era reformasi, globalisasi sekarang para Anak dilndonesia
hendaknya memiliki sumber daya manusia, berilmu pengetauan, ulet, jujur
bermoral dan kreatif.Pembangunan Nasional adalah pembangunan Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh Indonesia membutuhkan manusia-manusia

yang berkualitas dari berbagai ilmu dan teknologi. keterlibatan anak dalam



melakukan tindak pidana yaitu penggunan Narkotika mempunyai dimensi yang
luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun
psikososial. Pengguna Narkotika seperti yang kebanyakan sekarang yang beredar
diKabupaten Bantul yaitu penyalagunaan Obat-obatan terlarang yang dikonsumsi
anak jaman sekarang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan
masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung
merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa

dan negara Indonesia.

Kenakalan anak muncul ke permukaan dengan sosok yang lebih variatif
dan memprihatinkan semua pihak, kenakalan anak yang sering terjadi dewasa ini
tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan
kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketenteraman hidup
masyarakat. partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia sangat penting bagi anak dan
diperlukan untuk ambil bagian menggerakkan rodapembangunan khususnya dari
kalangan anak sebagai generasi muda sekarang ini. Hukum Pidana maupun
perundang-undangan Pidana di luar KUH Pidana Kenakalan anak itu disebabkan
kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat
mereka tinggal pada masa anak mereka menganggap dirinya telah dewasa dan
telah mampu untuk menentukan dirinya serta melakukan hal-hal yang mampu
dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa lainnya.Penyalahgunaan narkotika
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-
undangan, Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan

masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan  anak-



anak.Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkata

yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang
makin meluas dan berdimensi internasional. Diperlukan upaya pencegahan dan
penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat
kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era
globalisasi saat ini. Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan
pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan
standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap
akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun
masyarakat, khususnya generasi muda yang semestinya dimanfaatkan sesuai
dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu
proses kerja dokter dalam melakukan pengobatan tertentu. Penyalagunaan obat-
obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin

berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Indonesia yang kini bukan lagi hanya tempat transit narkotika dan obat-
obatan berbahaya tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya.
Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk
kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan
menjadi malapetaka nasional yang berat. Narkotika pada awalnya hanya
digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan,

namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan



mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Penggunaan narkotika yang
kini memiliki tujuan untuk memperolenh keuntungan yang sangat besar
menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak
yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan

perkembangan generasi muda.

Pada perkembangannya, peredaran narkotika semakin meningkat dan
bersifat masif, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika sudah
menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Perkembangan
peredaran narkotika secara ilegal semakin meningkat terkait dengan
perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern
dan juga jaringan organisasi yang luas yang menyebabkan cepatnya penyebaran
narkotika di Indonesia, di mana sudah banyak menimbulkan korban, terutama di
kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan masalah anak, saat ini yang
merupakan masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah
kaitannya dengan penyalahgunaanNarkotika dan obat-obatan lain yang semula
ditunjukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan
maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat
pada saat ini, serta dapat pula disalah gunakan fungsinya yang bukan lagi untuk
kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan

eksistansi generasi suatu bangsa. Perkembangan pengaturan narkotika di



Indonesia  tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi
Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu
perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir
semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan

narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak

Contoh kasus yang terjadi Polres Bantul meangkap pelaku Narkotika,
dengan membawa barang bukti, Press Release pengungkapan kasus dilakukan di
Mapolres Bantul, Selasa (30/01/2018) pagi. HS diamankan di Sewon dengan
barang bukti dua linting tembakau Gorilla dengan berat masing- masing 0.15
gram dan 0.14 gram. Dan pelaku terakhir Dn ditangkap di Sewon dengan barang

bukti satu linting tembakau Gorilla Seberat 0.14 gram.

Fenomena yang terjadi pada anak inilah Kepolisian dituntut fungsi dan
peranannya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan kewenangannya dalam hal yang telah ditentukan didalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi daya tarik bagi penulis untuk
melakukan penelitian yang diberi judul : ”Penegakan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika diKabupaten Bantul”



METODE PENELITIAN

Metode adalah tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan
penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk
melakukan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan suatu sarana yang
dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan
ilmu pengetahuan, Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang

metode yang digunakan didalam penelitian.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu mengunakan
penelitian yuridis empiris yang dilakukan dilapangan, dengan menggunakan
metode dan teknik penelitian lapangan. Dengan demikian, peneliti tidak saja
mempelajari berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan melainkan juga
mendasarkan pada penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini akan melakukan
wawancara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut.
2. Jenis Data
a. Data primer adalah data dasar, data asli, yang diperoleh peneliti dari tangan
pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan
orang lain. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu berasal

dari wawancara di Kabupaten Bantul.

b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder

dalam penelitian ini terdiri dari :



1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¢) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan—bahan hukum sekunder meliputi referensi atau kepustakaan yang

meliputi buku litelatur, artikel, makalah-makalah, ataupun litelatur karya ilmiah
yang terkait yang dengan penelitian yang akan diteliti. Narasumber dalam

penelitian ini adalah BNNK Bantul.

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian
di Polres Bantul dan BNNK Bantul yang membawahi wilayah hukum Kabupaten
Bantul dimana banyak terdapat penyalahgunaan obat terlarang yang dilakukan oleh
anak.
2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunalakn oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Studi Kepustakaan yaitu dilakuakan dengan mencari, mengumpulkan, serta

mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, serta

dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.



b. Wawancara secara umum dapat diartikan sebagai cara menghimpun data atau
bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan dengan jalan tanya jawab
lisan secara sepihak, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Responden atau Subyek penelitian dalam kasus perkara ini yaitu adalah anak
dan Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian yang

dilakukan penulis meliputi:

a. Kepala Kepolisian Kapolres Kabupaten Bantul / yang mewakilinya;

b. Ketua Badan Nasional Narkotika Kab.Bantul / yang mewakilinya;

3. Analisis Data
Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder akan
dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan
kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam
data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dengan
mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi

ini.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA



A. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana narkotika diKabupaten Bantul

Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
selain dari BNNK, Kepolisian Bantul juga turut melakukan penyidikan terhadap
kasus penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotia, hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut “Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan penyidik BNNK berwenang melakukan penyidikan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor

Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Selain itu, UU SPPA juga telah menyiapkan aparat penegak hukum secara
khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana
dikemukakan dalam Pasal 1 butir 8 UU SPPA yang menegaskan bahwa hanya
pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan
penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat
untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 (3) UU
SPPA dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik,
mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah

mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.



Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus
menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar
tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah
untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Selain juga
penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung.
hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dipaksa dan diintimidasi sehingga
diharapkan anak tidak mengalami trauma pasca proses penyidikan. Penyidik
dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan
melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari
Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama,
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli
lainnya.

. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh anak diKabupaten Bantul

Ada pula kendala dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan
narkotika di Bantul sendiri, adalah masyarakat masih belum paham mengenai
hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian
masyarakat masih binggung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009
tentang penyalahgunaan narkotika. Kurangnya sumber daya manusia,
kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya
programrehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk,

kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkotika yang direhabilitas



tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau
jalur mana yang harus ditempuh, seharusnyaada proses hukum yang terpadu,
dari pihak medis dan pihak hukumbersama-sama mengambil kesimpulan apa
yang harus dilakukan,bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi
pengedarnyaakan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu
dipotong dengan masa tahanan. tidak semua pemakai narkoba mau mengakui,
walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui
perbuatanya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang
melayani pemulihan.

Kendala bagi kepolisian itu sendiri menurut penelitian yaitu adalah
kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna
narkotika itu masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada
rekan yang terlibat dalam pengedaran ataupun penggunaan narkotika. Apabila
masyarakat melapor, maka si pemakai tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara
di rehabilitasi, serta dalam peran masyaraat dalam hal ini akan lebih sedikit
bagi pelaku kejahatan narkotika tersebut, dan perlu adanya sosialisai di setiap
sekolah agar anak dari kecil beranjak ke dewasa tau bahaya pengguna narkba
dan apa efek bagi penggunanya. khususnya untuk rutan seperti kendala BNNK
bagi anak belum ada tempat rehabilitasi diwilayah Kabupaten Bantul dan dari
pihak kepolisian itu sendiri harus menempatkan bagi pelaku tindak pidana
narkotika ke bapas atau grasia ada juga teknik peredaran narkotika yang
berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh

penyidik. Para pelaku tindak pidana narkotika seringkali menghindari jajaran



polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika.Para
pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik diPolres Bantul.
Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi
oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah

banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut.

Psikotropika, dan Zat Adktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di
lingkungan kerjanya. kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak
pidana narkotika yang dlakukan oleh anak di Kabupaten Bantul pada intinya
yaitu jaringan yang dimaksud jaringan disini apabila salah satu pelaku
tertangkap maka yang lain akan ikut tenggelam dan kendala yang lain yaitu
pelaku narkotika biasanya membeli atau bertemu dengan si pengedar dengan
cara privasi atau sulit untuk diketahui seperti contoh pernah terjadi yaitu
menggunakan kode bahwa barang itu didekat bak sampah dan peraturan
Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasiitas, Masyarakat dan Budaya Hukum
belum mendukung dalam efektifitas penegakan Hukum dalam tindak pidana
Narkotika yang dilakukan oleh anak sebab masih ada peraturan Hukum saat ini
belum bisa mendukung dalam tindak pidana narkotika yaitu hal-hal yang baru-
baru ini muncul seperti jenis Narkotika yang baru seperti tembakau Gorilla, dan
seperti yang dipakai oleh rafi ahmad , karena itu maka penegakan hukum tidak
bisa berjalan dengan lancar untuk mengatasi tindak pidana tersebut sebeb belum
ada peraturan di dalam Undang-undang. Sejauh ini kerjasama yang
dilaksanakan dengan Polres Kabupaten Bantul samapi sekarang juga masih

baik-baik saja, kita selalu berkonfirmasi dengan kapolres bantul sendiri dan itu



sangat membantu kita dalam menjalankan tugas kemarin kita mengadakan acara
dan kerjasama dengen Kapolres Bantul yaitu tes urien untuk mengetahui

pengguna narkotika di Kabupaten Bantul ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN



Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan hukum pidanaterhadap
anak yang memakai narkoba dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1 Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak
diwilayah hukum Polres bantul, Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan oleh
penulis pasal pidana yang menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh para pelaku
tindak pidana anak tersebut adalah pasal-pasal pidana narkotika yang ancaman
sanksi pidananya tidak melibatkan 7 tahun penjara, oleh karena itu dalam putusan
prekara-perkara tersebut penegak hukum dalam penyelesaiannya menggunakan
atau menerapkan dengan sistem diversi hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal
7 UU SPPA.Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta diwilayah kabupaten Bantul,merupakan
kabupaten dengan untensitas tertinggi dalam penyalagunaan narkotika itu sendiri.
Dalam hal ini Polres Bantul ataupun BNNK Bantul, memberikan penanganan
secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang
pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua dan fungsi atau tugas dari BNNK
itu sendiri akan mengrehabilitas anak yang melakukan tindak pidana narkotika
tersebut.Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang
berhadapan dengan hukum terlindungi.

2 Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, pengamatan, dan analisis) bahwa
tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai
proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri
Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan, tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fakta dipersidangan pun
membuktikan bahwa anak yang terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009,
tentang Narkotika namun anak yang melakukan tindak pidana narkotika belum
tentu akan dipenjara tetapi akan direhailitasi.

B. SARAN

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap
mendapat perlidungan hukum atau dibedakan dalam kasus hukum yang
dilakukan oleh orang dewasa dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik
bagi anak. Perlidungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai
kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap
anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat
sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.

2. Perlidungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat
penegak hukum, pemerintah, lembaga- lembaga sosial, sekolah dan terutama
orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak
agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan
dirinya sendiri bahkan dapat menghacurkan masa depannya dan lingkungan bagi
anak juga harus diperhatikan oleh orang tua sebab lingkungan berpengaruh besar
bagi anak karna bisa membuat anak untuk keinginan mencoba-coba maka dari

itu orang tua berperan besar bagi anak .
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